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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik, 

Hidayah-Nya dan kekuatan lahir batin sehingga Dokumen Administrasi Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan 

Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap Tahun 2022−2041 ini dapat terselesaikan. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuannya 

sehingga penyusunan KLHS RDTR ini dapat diselesaikan dalam waktu yang telah 

ditentukan. 

Proses penyusunan KLHS dilakukan mengacu peraturan perundangan yang 

berlaku. Dalam setiap tahapannya dilakukan berbagai kegiatan dan 

didokumentasikan sebagai bukti bahwa proses dan tahapan penyusunan KLHS ini 

telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 dan Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.69/2017. Pokok kegiatan yang 

harus dilakukan antara lain :  

1) Pembentukan tim pembuat KLHS RDTR;  

2) Perumusan dan Pengkajian Isu Pembangunan Berkelanjutan; 

3) Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) 

4) Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan; dan 

5) Penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD.  

Proses dalam setiap tahapan tersebut dibuat dalam Buku Lampiran tersendiri 

yang bagian dari satu kesatuan dengan Buku Laporan KLHS. 

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu, maupun yang 

 

berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap 

Tahun 2022−2041 diucapkan terima kasih, dengan cita-cita semoga mampu 

mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan di Kabupaten Cilacap. 

 

 
 
 
 
 

Cilacap, 4 November 2022
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Ketua Tim 

Tenaga Ahli Lingkungan Hidup | Alex Luqman S.W., S.T., M.Si. 

 

 DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

  

1. Posisi  : Team Leader/Ahli Lingkungan 

2 Nama Perusahaan : CV. Ideal Mandiri Consultant 

3. Nama Personil : Alex Luqman Setio Wibowo, S.T., 

M.Si. 

4. Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 20 Desember 1973 

5. Pendidikan : Sarjana Teknik Lingkungan, Sekolah 

Tinggi Teknik Lingkungan Yogyakarta, 

tahun 1997 

S2 Teknik Lingkungan Universitas 

Sebelas Maret Surakarta Tahun 2014 

6. Pendidikan Non Formal :  

7. Penguasaan Bahasa Inggris : Baik 

8. Pengalaman Kerja : 

 

 

Tahun 2021 

a. Nama Proyek  : Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 

Bolaang Mongondow Selatan Provinsi 

Sulawesi Utara 

b. Lokasi Proyek  : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 

c. Pengguna Jasa  : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Bolaang Mongondow Selatan 

d. Nama Perusahaan  : CV. Spulu’ 83 

e. Uraian Tugas  : Mengkoordinasi seluruh tenaga ahli dalam 

penyusunan dan pembahasan rencana 

kerja dan alokasi kegiatan  

Bertanggungjawab atas tercapainya 

tujuan dan sasaran dari kegiatan. 
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Mengkoordinasi penyusunan laporan 

sesuai dengan yang dipersyaratkan 

dalam KAK dan kontrak kerja sama. 

Mempresentasikan hasil kegiatan 

f. Waktu Pelaksanaan : 1 Juli – 31 Desember 2020 (6 bulan) 

g. Posisi Penugasan  : Ahli Lingkungan 

h. Status Kepegawaian pada Perusahaan  : Tidak Tetap  

Surat Referensi Pengguna Jasa : 

 

Tahun 2020 

a. Nama Proyek  : Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS) Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Provinsi 

D.I. Yogyakarta 

b. Lokasi Proyek  : Kabupaten Gunungkidul 

c. Pengguna Jasa  : Bappeda Kabupaten Gunungkidul 

d. Nama Perusahaan  : CV. Ideal Mandiri Consultant 

e. Uraian Tugas  : Mengkoordinasi seluruh tenaga ahli dalam 

penyusunan dan pembahasan rencana 

kerja dan alokasi kegiatan  

Bertanggungjawab atas tercapainya 

tujuan dan sasaran dari kegiatan. 

Mengkoordinasi penyusunan laporan 

sesuai dengan yang dipersyaratkan 

dalam KAK dan kontrak kerja sama. 

Mempresentasikan hasil kegiatan 

f. Waktu Pelaksanaan : 1 Juli – 31 Desember 2020 (6 bulan) 

g. Posisi Penugasan  : Team leader/ Ahli Lingkungan 

h. Status Kepegawaian pada Perusahaan  : Tetap  

i. Surat Referensi Pengguna Jasa : 
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Tahun 2020 

a. Nama Proyek  : Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS) Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow 

Selatan Provinsi Sulawesi Utara 

b. Lokasi Proyek  : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 

c. Pengguna Jasa  : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 

d. Nama Perusahaan  : Cipta Prima Engineering 

e. Uraian Tugas  : Mengkoordinasi seluruh tenaga ahli 

dalam penyusunan dan pembahasan 

rencana kerja dan alokasi kegiatan  

Bertanggungjawab atas tercapainya 

tujuan dan sasaran dari kegiatan. 

Mengkoordinasi penyusunan laporan 

sesuai dengan yang dipersyaratkan 

dalam KAK dan kontrak kerja sama. 

Mempresentasikan hasil kegiatan 

f. Waktu Pelaksanaan : 1 September – 31 Desember 2020 (4 

bulan) 

g. Posisi Penugasan  : Team leader/ Ahli Lingkungan 

h. Status Kepegawaian pada Perusahaan  : Tidak Tetap  

i. Surat Referensi Pengguna Jasa : 

 

 

Tahun 2019 

a. Nama Proyek  : Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail 

Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan 

Adipala dan Kawasan Perkotaan 

Sampang Kabupaten Cilacap 

b. Lokasi Proyek  : Kabupaten Cilacap 

c. Pengguna Jasa  : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Cilacap 
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d. Nama Perusahaan  : CV. Ideal Mandiri Consultant 

e. Uraian Tugas  : Mengkoordinasi seluruh tenaga ahli 

dalam penyusunan dan pembahasan 

rencana kerja dan alokasi kegiatan  

Bertanggungjawab atas tercapainya 

tujuan dan sasaran dari kegiatan. 

Mengkoordinasi penyusunan laporan 

sesuai dengan yang dipersyaratkan 

dalam KAK dan kontrak kerja sama. 

Mempresentasikan hasil kegiatanWaktu 

Pelaksanaan : 1 September – 31 

November 2019 (3 bulan) 

f. Posisi Penugasan  : Team leader/ Ahli Lingkungan 

g. Status Kepegawaian pada Perusahaan  : Tetap  

h. Surat Referensi Pengguna Jasa : 

 
 
Tahun 2018 
 
a. Nama Proyek  : Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS) Review Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 

Cilacap 

b. Lokasi Proyek  : Kabupaten Cilacap 

c. Pengguna Jasa  : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Cilacap 

d. Nama Perusahaan  : CV. Tampomas 15 

e. Uraian Tugas  : Mengkoordinasi seluruh tenaga ahli 

dalam penyusunan dan pembahasan 

rencana kerja dan alokasi kegiatan 

kepada masing-masing tenaga ahli. 

Bertanggungjawab atas tercapainya 

tujuan dan sasaran dari kegiatan, 

Mengkoordinasi penyusunan laporan 

sesuai dengan yang dipersyaratkan 

dalam KAK dan kontrak kerja sama. 
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Mempresentasikan hasil kegiatan yang 

dilaksanakan. 

f. Waktu Pelaksanaan : 1 Agustus – 31 November 2018 (4 bulan) 

g. Posisi Penugasan  : Ahli Lingkungan 

h. Status Kepegawaian pada Perusahaan  : Tidak Tetap  

i. Surat Referensi Pengguna Jasa : - 

 
 
Tahun 2017 
 
a. Nama Proyek  : Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS) Review Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 

Sragen 

b. Lokasi Proyek  : Kabupaten Sragen 

c. Pengguna Jasa  : Bappeda Kab. Sragen 

d. Nama Perusahaan  : PT. Duta Citra 

e. Uraian Tugas  : Mengkoordinasi seluruh tenaga ahli 

dalam penyusunan dan pembahasan 

rencana kerja dan alokasi kegiatan 

kepada masing-masing tenaga ahli. 

Bertanggungjawab atas tercapainya 

tujuan dan sasaran dari kegiatan, 

Mengkoordinasi penyusunan laporan 

sesuai dengan yang dipersyaratkan 

dalam KAK dan kontrak kerja sama. 

Mempresentasikan hasil kegiatan yang 

dilaksanakan. 

f. Waktu Pelaksanaan : 1 Agustus – 31 November 2017 (4 bulan) 

g. Posisi Penugasan  : Team Leader/Ahli Lingkungan 

h. Status Kepegawaian pada Perusahaan  : Tidak Tetap  

Surat Referensi Pengguna Jasa : - 
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Tahun 2017 
 
a. Nama Proyek  : Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis (KLHS) Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Sragen 

b. Lokasi Proyek  : Kabupaten Sragen 

c. Pengguna Jasa  : Bappeda Kab. Sragen 

d. Nama Perusahaan  : PT. Duta Citra 

e. Uraian Tugas  : Mengkoordinasi seluruh tenaga ahli 

dalam penyusunan dan pembahasan 

rencana kerja dan alokasi kegiatan 

kepada masing-masing tenaga ahli. 

Bertanggungjawab atas tercapainya 

tujuan dan sasaran dari kegiatan, 

Mengkoordinasi penyusunan laporan 

sesuai dengan yang dipersyaratkan 

dalam KAK dan kontrak kerja sama. 

Mempresentasikan hasil kegiatan yang 

dilaksanakan. 

f. Waktu Pelaksanaan : 1 Februari – 31 Mei 2017 (4 bulan) 

g. Posisi Penugasan  : Team Leader/ Ahli Lingkungan 

h. Status Kepegawaian pada Perusahaan  : Tidak Tetap  

Surat Referensi Pengguna Jasa : - 
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Tenaga Ahli Sipil | Dewi Rimayani, S.T.  
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Tenaga Ahli Fisik/Kimia | M. Nur Sigit W., S.T. 

 
  

  



Hal | 32  
 

  
  



Hal | 33  
 

  



Hal | 34  
 

Asisten TA Lingkungan | Bagus Oka P., S.T. 
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Notulensi 

NO POIN RAPAT KETERANGAN 

1 Pembukaan rapat  Oleh Kepala Dinas LH Cilacap 

   

 Saran Pendapat & Tanggapan  

1 Legal formal Perda I/2021 atau 75/2021 RDTR total 21 
RDTR, ada 1 Perbup RDTR Cilacap. Warisan 8 materi 
teknis yang siap, tetapi versi Permen PU lama. 4 sudah 
disinkronisasi (Sidareja, Majengan, Cimanggu, 
Dayeuhluhur) 

DPUPR (Bp. Andri) 

 RDTR Sinerginya: 2023 Adipala dan Sampang, 2025 
Wanareja & Patimuan, Peta-peta dasar sudah tahun 
sebelumnya 

 

 Sekalian perkenalan tim sebagai konsultan penyusun 
RDTR agar sinkron  

 

 Usul Supaya bisa sistem hybrid  

 2027 semoga bisa sinergi antara RDTR dan KLHS  

 Temuan KLHS akan diakomodir semoga tidak banyak 
mengubah 

 

 LSD: SK 2021 +65.000 Ha, Dirjen Pengendalian sudah cek, 
tapi belum disepakati 

 

 KLHS bagaimana? Output LSD akan diarsir tersendiri, 
sehingga KLHS bisa berjalan dulu dengan draft yang ada 

 

 LSD Sidareja: 1.163 Ha, tanaman pangan 1115 Ha tidak 
sama dengan tanaman lain 

 

 Substansi draft pendahuluan:  

 Sidareja masih updating juga, cek folder  

 Judul tabel hal 2.1 tidak terpancang pada wilayah admin 
karena dari RDTR -> luas wilayah perencanaan / WP 

 

 Pola Ruang: masih dilakukan update; WP 2.975 Ha (cek)  

 Peta dasar: ada digitasi peta dasar; pola ruang pakai yang 
pola ruang saja (yang update 2020) 

 

 Shp baru sudah masuk, layout peta masih pakai BWP 
diganti WP 

 

 Ruas jalan kolektor primer (Linggar Jaya)  

2 Sidareja, isu isunya diantaranya seputar banjir, universal 
access, lahan pertanian, akses jalan 

DPUPR (Bp. Imam) 

3 Sebaiknya KLHS dan KRP saling koordinasi agar sinkron Bappeda (Bp. Arief) 

 Pada 2023 akan diselenggarakan KLHS RPJMD dan RPJPD  

4 Pokja KLHS merupakan bagian dari Pokja RDTR DLH (Bp. Ady) 

 Untuk mengikuti regulasi dari provinsi, serta nomenklatur  

 Terdapat 12 tahapan KLHS, dapat dilakukan secara hybrid  

 Substansi: Delineasi WP disinkronkan  

 LP2B dan LSD diidentifikasi  

 Rencana Struktur & Pola Ruang menjadi pertimbangan 
dalam isu PB 

 

5 7 desa di Maos konsentrasi di batas selatan (dengan 
Adipala) sehingga pengembangan bisa ke utara-timur 

Kecamatan Maos 

 Terdapat rencana relokasi kec dan untuk RTH  

 Belum ada pengelolaan sampah secara teratur, baru 
berupa bank sampah dan diharap ada sistem angkutan 
dari TPS ke TPA agar dapat menjadi pemasukan bumdes 
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NO POIN RAPAT KETERANGAN 

  Jalan kalau bisa ada ringroad supaya tidak berfokus di 
jalan nasional 

 

 Koridor jalan 200 m statusnya KPLB sawah sehingga tidak 
bisa dibangun 

 

 Relokasi kecamatan sekalian meminta alun-alun  

 Ada perlintasan KA dekat pertigaan & pasar, jalan 
nasional kearah Kesugihan -> bila diusulkan ada flyover 

 

 Genangan: karangreja & klapagada, sumbernya dari 
karangsuri, kuncinya kalau bisa dibuang ke sungai Serayu, 
kalu tidak secara topografi akan mengarah ke kr. reja 

 

 Penutupan  
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Undangan 
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Daftar Hadir 
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Dokumentasi 
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Materi Presentasi Konsultasi Publik 1 
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NOTULENSI 

NO POIN RAPAT KETERANGAN 

1 Pembukaan rapat  Oleh Kepala Dinas LH Cilacap 

 Saran Pendapat & Tanggapan  

 Tahap pengkajian pengaruh KRP: 
Sudah ada longlist isu pembangunan berkelanjutan 

➔ Isu PB Strategis dan Prioritas 

 
 
KP Maos = (63) – (12) – (7) 
 
Penyusunan D3TLH = + 1 layer tipe 
vegetasi – menyurati BPKH Jawa Madura 
 

 Analisa D3TLH  
-Klasifikasi lahan dan tingkat kemampuan 

 

2 Poin 7 dan poin 3 bisa ditukar? Sepertinya lebih prioritas 
pencemaran udara dan p. iklim? 

BPN 

3 Tanggapan Konsultan dgn menampilkan rekap 
perhitungan ranking isu prioritas 

Oleh konsultan 

4 Skoring dan prioritas tetap mengacu pada hasil konsultan Disnakerin – Pak Wagino 

5 Prioritas hal yang paling urgent untuk ditangani, kalau 
kita melakukan perubagan skoring bias asal ada data 
yang mendukung, skala dampak  
 
Lebih baik tidak usah berubah, kita drop saja jika 
memang  tidak masuk ke 5 prioritas. Jika memang ada isu 
yang mirip, dijadikan satu saja. 

BPBD 

6 Kawasan rawan bencana menjadi prioritas setuju sekali, 
gempa bumi Maos tahun 1930 an.  
Memang ada daerah yang cukup rawan karena berada di 
pinggiran sungai serayu, yaitu abrasi di karangrena dan 
karangkemiri.  
Sependapat apabila isu PB Prioritas ada 7 item yang akan 
dimasukan semua. Alih fungsi lahan masuk kedalam isu 
setuju sekali karena Maos akan dilalui Jalan Tol.  

Camat Maos 

7 Kesimpulan  

 KLHS RDTR Kwasan Perkotaan Maos disepakati 7 Isu PB 
Isu Prioritas 

 

8 Revisi hasil konsinyasi KRP Berdampak 
KRP Jalan Tol tetap masuk, KRP Arteri primer, KRP 
Kawasan Perumahan, Kawasan Perdaganagn dan jasa, 
Peruntukan Industri. 
KRP Jalur Kereta api baru tidak dimasukan 

DPUPR – Dani  
4 KRP Maos tepilih. 

9 Identifikasi dan longlist maos banyk sekali. Lebih banyak 
dari sidareja.  
Namun, kenapa skorings 
Isu PB strategis maos 7 

Penyusunnya beda? 
 
Situasi dan kondisinya berbeda. 
 

10 Isu PB Strategis yg terpilih akan disesuaikan dengan KRP 
yang sudah ditentukan 

Konsultan1 

11 Terkait Abrasi tebing sungai di Karangrena, bisa 
berkoordinasi dengan BBWS Serayu Opak. 
Isu PB strategis Maos terkait penurunan produktivitas 
pertanian. 
Kebijakan nasional dan arahan presiden, bahwa bagian 
produktivitas pertanian menjadi daya tahan contohnya 
pada penanganan covid– swasembada mandiri pangan. 

UNUGHA 
Kenapa produktifitas pertanian nomor 8? 
Karena berdasarkan data penyediaan 
pangan 114,62 Ha 
 
Akan mengurangi produktifitas 1074 ton 
per tahun 
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12 Produktifitas pertanian di Kawasan Maos saat ini sudh 
baik 

 

13 Ketersediaan lahan  
Produksi = luas lahan x produktifitas 
Beberapa daerah maos ada endemic hama wereng coklat 
Produksi ada titik optimal, tidak mungkin akan meningkat 
sekali, hal itu akan menyebabkan penurunan  
Jadi Cilacap bagian timur lumbung pertanian 
 
Terkait parameter2 yang tadi disebutkan konsultan  bisa 
membuat narasi terhadap skoring isu PB Strategis dan 
Prioritas 

 

14 Ada data rdtr yg disusun oleh PUPR – 4 KRP  
Maos 63 isu PB 
 

 

15 Mempertimbangkan rumus2 ilmiah yang ada, sehingga 
menghasilkan rumusan data / skoring yang sesuai 

PNC 

16 Terkait perolehan data kenapa didapatkan hal seperti 
tsb? Dinkes punya data 10 besar prevelnsi penyakit. 
Penyakit akibat media air. Jika membutuhkan data terkait 
hal tersebut bisa meminta data ke puskesmas Maos  

Dinkes 
 
Tanggapan Konsultan : 
Tidak bisa digabung, krn ada struktur 
ruang dan sub bab tersendiri. 

17 KLHS: 
- Frame KLHS (harus disamakan dulu) dpt 

diimplentasikan ke pemda dalam bentuk KRP 
- KLHS Ex-ante = Semangat integrasinya 
- Fokusnya pada lingkungan hidup (di dalamnya 

juga mengakomodir isu ekonomi social dan tata 
kelola) 

- Yang divalidasi kita sebagai tim pokja, bukan dari 
konsultan 

- Pedoman penyusunan KLHS umum, bisa menjadi 
acuan 

- Dari isu PB belum ada analisis keterkaitan, perlu 
ditambahkan 

- Proses isu PB menjadi isu prioritas 
 

Pak Ady (Kabid 2 PSLB3 & PK) 

20 Split up progress, agar bisa next meeting langsung KP 2 
RPPLH masih menggunakan draft yg belum ditetapkan 
Bisa pakai D3TLH, tp minus layer tipe vegetasi → bersurat 
ke BPKH Jawa Madura 
 
Overview D3TLH  Sesuai Juknis 2019 
 
Jasa Ekosistem (20) akan ditampilkan 
Dioverlay dengan masing-masing KRP  

Konsultan 
 

22 Penutupan  
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Undangan 
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Daftar Hadir 
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Dokumentasi 
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Materi Presentasi 
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NOTULENSI 

NO POIN RAPAT KETERANGAN 

1 Pembukaan rapat  Oleh Kepala Dinas LH Cilacap 

2 Pemaparan KLHS RDTR KP MAOS Oleh Konsultan 

 Gambaran Umum  

 Muatan KRP  yang berdampak thdp lingkungan – 7 
muatan (P. Iklim Kehaati, Bencana, Mutu SDA, Alih fungsi 
lahan, kemiskinan dan kesehatan) 

➔ KRP Terpilih  hasil konsinyasi 
➔ (Maos)  

Zona pemukiman 
Zona Perdagangan dan jasa 
Zona Industri 
Rencana jalan tol 
Rencana jalur Kereta Api 
Rencana JLSS (Jalur Jalan Lintas Selatan) 

Penapisan PP 46/2016 
 
4 KRP yang terpilih 

 Analisa D3TLH  
-Klasifikasi lahan dan tingkat kemampuan 

 

 Saran Pendapat & Tangapan  

3 Revisi hasil konsinyasi KRP Berdampak 
KRP Jalan Tol tetap masuk, KRP Arteri primer, KRP 
Kawasan Perumahan, Kawasan Perdaganagn dan jasa, 
Peruntukan Industri. 
KRP Jalur Kereta api baru tidak dimasukan 

DPUPR – Dani  
4 KRP Maos tepilih. 

4 Mempertimbangkan rumus2 ilmiah yang ada, sehingga 
menghasilkan rumusan data / skoring yang sesuai 

PNC 

5 Data terkait ranking Isu PB Strategis Siareja 
No. 4  Pengelolaan sampah dan sanitasi belum optimal 
No . 5 Penurunan kualitas air 
Apakah bisa dijadikan satu isu? 
 
Terkait perolehan data kenapa didapatkan hal seperti 
tsb? Dinkes punya data 10 besar prevelnsi penyakit. 
Penyakit akibat media air. Jika membutuhkan data terkait 
hal tersebut bisa meminta data ke puskesmas Maos  

Dinkes 
 
Tanggapan Konsultan : 
Tidak bisa digabung, krn ada struktur 
ruang dan sub bab tersendiri. 

6 KLHS: 
- Frame KLHS (harus disamakan dulu) dpt 

diimplentasikan ke pemda dalam bentuk KRP 
- KLHS Ex-ante = Semangat integrasinya 
- Fokusnya pada lingkungan hidup (di dalamnya 

juga mengakomodir isu ekonomi social dan tata 
kelola) 

- Yang divalidasi kita sebagai tim pokja, bukan dari 
konsultan 

- KRP menjadi sesuatu yg fatal jika belum 
disepakati / berubah-ubah 

- Kita sedang ada di fase FGD 2, masih banyak 
tahapan yg lain 

- Pedoman penyusunan KLHS umum, bisa menjadi 
acuan 

 

Pak Ady (Kabid 2 PSLB3 & PK) 
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- Kita belum mempunyai RPPLH, sedang proses 

jadi belum bisa digunakan, jadi skoring RPPLH 
menjadi nol 

- Sesuai dgn pas 9, menggunakan 10 muatan, 
dalam dokumen menggunakan 9 muatan – 
kurang masyarakat dan hukum adat 

- KRP dituangkan dalam 2 bentuk, jenis rencana 
dan peta rencana. Belum tergambarkan dalam 
dokumen. 

- Di dalam KRP ada 2 penapisan,  
1. Penapisan 7 muatan 
2. Metode kuantitatifnya, jenis bencana dan 

dampak 
- Silakan dibuatkan konsep operasionalnya, 

misalnya kapasitas D3TLH 
- Rekapitulasi kajian muatan KLHS (belum ada) 
- Kebijakan tata ruang, struktur ruangnya yang 

akan diliat KRP nya, nomenklatur KRP mengacu 
pada ketentuan baru / ATR 

Pak Ady (Kabid 2 PSLB3 & PK) 

7 - Belum ada Konsistensi antara table penapisan, 
perumusan alternative dan perumusan KRP nya 
(Maos) 

- Narasi-narasi pada isu pengelolaan sampah 
mhon dicek kembali, terkait data dan angka-
angka (Sidareja) 

- Penilaian alternative pnyimpulan KRP 
seharusnya ada 7 muatan, dalam dokumen 
masih berkutat 2 hal 

Pak Arif (Kabid 1 PPLH) 

8 Split up progress, agar bisa next meeting langsung KP 2 
RPPLH masih menggunakan draft yg belum ditetapkan 
Bisa pakai D3TLH, tp minus layer tipe vegetasi → bersurat 
ke BPKH Jawa Madura 
 
Overview D3TLH  Sesuai Juknis 2019 
 
Jasa Ekosistem (20) akan ditampilkan 
Dioverlay dengan masing-masing KRP  

Konsultan 
 

9 Penutupan  
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NOTULENSI 

NO POIN RAPAT KETERANGAN 

 Dihadiri oleh : 
1. Sekretaris DLH 
2. Kabid PPLH 
3. Bappeda 
4. DPUPR 
5. Disperkimta 
6. DispertLan 
7. Dinas Perikanan 
8. Disnakerin 
9. BPBD 
10. ATR/BPN Cilacap 
11. PSDA 
12. Dishub 
13. DPKUKM 
14. Camat Maos 
15. A.n Rektor UNUGHA 
16. A.n Direktur PNC 
17. LSM Peppeling 
18. Para Kabid DLH 

 

1 Pembukaan rapat  Oleh Sekretaris DLH Cilacap 

2 Pemaparan Oleh Pak Adi IMC 

 Pemaparan KP Maos Oleh Ibu Dewi 

3 Data spasial masih perlu dikaji kembali 
Terkait zona perumahan 
Zona rawan tinggi, kemiringan lereng tidak lebih dari 
40% 
 
KRP Jalan tol disetujui 
Arahan luas kavling minimal 

DPUPR 

4 Saringan lintas sektor 
Rekomendasi yang disampaikan akan kami 
masukan ke dalam KRP 
Atau ke indikasi program atau ketentuan khusus 

DPUPR Bu Cicik 

5 Border Kawasan diperhatikan 
perlu ditambahkan rekapitulasi KLHS seperti yang 
ada di Maos 
Rekomendasi sebaiknya disajikan secara kuantitatif 

PNC 

6  UNUGHA 

7 Setelah terusunnya KLHS mohon dikoordinasikan 
antar OPD 
Bisa memberikan kenyamanan masyarakat  
Dokumen ini bisa dikembangkan jika secara konsep 
sulit diaplikasikan 
Masih swa sembada beras, bisa dipertahankan 
Limbah rumah tangga perlu diperhitungkan 
Bencana banjir perlu diantisipasi, khususnya di 
Sidareja 

LSM Peppeling 

8 Hal III.18 disebutkan terminal barang menjadi 
kewenangan pemerintah pusat 
 
Dokumen Maos, II.12 terkait dengan terminal 
penumpang, hanya di jalan Gatot Subroto terminal 
tipe A . padahal terminal cukup banyak. 
 

Dishub 
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Terminal penumpang tipe C ada 8 buah tersebar di 
beberapa kecamatan. 
 
IV.4 Sumbernya semestinya DPUPR 
Dua Perlintasan KA yang mengganggu itu di mana 
saja? Mohon dilihat kembali kewenangannya. 
 

9 Penampungan limbah domestic untuk perumahan 
Adanya jalan tol mudah2an tidak mengurangi 
produksi pangan 
Bisa menambahkan potensi perkembangan industri 
di lokasi-lokasi yang lainnya 
 
 

Disnakerin 

10 Penyebab terjadi banjir: Pancaroba 
Belum ada arah ke penyebab seperti yang di atas 
 
Jika ada biopori maka dibangun pengendali 
sedimentasi 
Daerah Sidareja cukup tinggi intensitas 
sedimentasinya 
 
 
Musim pancaroba kita mundur,maka bersamaan 
dengan musim penghujan 
Mencari alternatif lagi,bangunan konstruksi seperti 
waduk / kolam-kolam 

BPBD 

11  Disperkimta 

12 Daerah sebelah utara (kunci) dijadikan daerah 
tutupan lahan.  
Sidareja daerah cekungan,elevasi terendah berada 
di pusat kota 
 

PSDA 

13 Pengendalian alih fungsi lahan,  
Pembatasan pada peruntukan tanah yang tidak 
langsung  
 
Sawah produktivitas tinggi 
Perlu dlihat kembali terkait jumlah penduduk yang  
ada 

Dispertan 

15 Ahli fungsi lahan yang terdampak jalan tolakan 
seperti apa 

 

16 Penambahan informasi daerah yang terdampak 
jalan tol 
 
Integrasi jaringan jalan,kolam retensi 
Pengembangan jalur hijau di area yang terdampak 
jalan tol 
Pembuatan JPO, Underpass 
industry kelas menangah bisa bekerja sama 
membantu memfasilitasi industri-industri kecil di 
sekitar 

Bappeda 

11 Sangat mendukung. 
Nama desa jangan dipenggal atau tidak diberi spasi  
Maoslor 

Kecamatan Maos 

13 KP Maos: 
Bab IV Tabel 4, klasifikasi KRP: tujuan penataan 
maos. 
Yang menjadi perhatian, jalan tol tidak hanya 
melewati 2 daerah  saja. Tapi ada beberapa yang 

Bidang III 
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lainnya.luas penyebaran terkena dampak jalan tol 
hanya mencakup 2 desa tadi saja. desa lain yang 
belum terhitung belum teranalisa. 
 

14 Laporan akhir – proses analisis pengaruh 
Pengintegrasian (lampiran administrasi on process) 
baru divalidasi 
 
Deliniasi wilayah perencanaan,13,2 % 
Relative sempit dibandingkan luasan wilayah 
perencanaan 
 
Klasifikasi KRP belum menemukan kesimpulan / 
tahapan KRP ini perlu integrasi 6 muatan  
 
Tabel perumusan alternatif perumusan KRP 
Ada peningkatan pencemaran air, lengkapidata-data 
eksisting 
 
 
Kawasan industry ada Kawasan permukiman 
IPAL industri menjadi project Pemda 
 
 
Beban tamping pencemaran apakah ke air? 
Lihat kembali D3TLH tahun 2018-2019 
 
Ada potensi peningkatan pencemaran udara 
Membuat jalur hijau dicermati kembali 
 
Menyediakan lahan RTH di Kawsan Industri 
 
PerbaikanKRP: 

1. Rumusan  
2. kebijakan 
3. Materi program 

 

Bidang II 

15 Rekomendasi untuk pembatasan perencanaan 
penyusunan Kawasan Perkotaan Sidareja dan Maos 
Apakahperludiintegrasikan Semuanya kareana akan 
berpengaruh pada pola ruang. 
 

Konsultan 

16 Anggota pokja KLHS hampir semua sepakat   
Penanganan TPS3R Komunal 
Segera berkoordinasi dengan penyusun RDTR  
 
DLHK Provinsi untuk melakukan Pra Validasi akhir 
bulan September 
 

Bidang I 
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PENJAMINAN KUALITAS  
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) 

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MAOS 
KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH 

 

Nomor : ………../……………./ …….. 
Tanggal: ... September 2022 

 
 

Penjaminan kualitas KLHS dilakukan dengan mengacu pada Lampiran VIII Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 

P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis.  

Nama KLHS 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)  Rencana Detail 

Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten 

Cilacap Provinsi Jawa Tengah 

Nama Kebijakan, Rencana, 

atau Program (KRP) 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Maos 

Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah 

K / L Penanggung Jawab 
Tim Penjamin Kualitas Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan 

Maos Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah 

Tahun Pelaksanaan 2022 
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Penilaian Desain Proses KLHS 
Penilaian : Desain Proses KLHS 

Kriteria Penilaian Keterangan  

Apakah KLHS dilakukan sebagai 

satu kesatuan proses perencanaan 

KRP ?  

- Bila “Ya” lanjutkan ke c 

- Bila “Tidak” lanjutkan ke a, lalu 

b dan c 

Ya KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten 

Cilacap Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan 

bersamaan sejak awal penyusunan RDTR Kawasan 

Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa 

Tengah hingga setiap tahap hingga hasil final 

penyusunan KRP RDTR Kawasan Perkotaan Maos 

Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah 

a. Adakah Mekanisme komunikasi 

antara tim perencana dengan 

kelompok kerja KLHS ? 

- - 

b. Apakah Rekomendasi yang 

diusulkan KLHS didiskusikan 

dengan pembuat KRP ? 

- 

 

- 

c. Apakah disampaikan secara jelas 

siapa penyusun KLHS ? (SDM 

Internal institusi pembuat KRP, 

SDM institusi yang ditunjuk 

sebagai penyusun KLHS, tenaga 

ahli eksternal, perusahaan 

konsultan, Pokja yang dibentuk 

oleh SK, pegawai pemerintah 

atau lainnya) 

Ya KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten 

Cilacap Provinsi Jawa Tengah disusun olek 

Kelompok Kerja KLHS RDTR Kawasan Perkotaan 

Maos Kabupaten Cilacap Tahun 2022 berdasarkan 

Surat Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 

…………………………………………………………………………. 

dimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap 

sebagai Ketua Pokja yang bertanggung jawab 

mengkoordinasikan penyusunan KLHS. Dalam 

pelaksanaannya dibantu oleh tim konsultan multi 

disiplin yang berpengalaman dalam penyusunan 

KLHS dan kajian lingkungan lainnya dari CV. Ideal 

Mandiri Consultant dengan Tenaga Ahli Utama KLHS 

Alex Luqman Setio Wibowo, ST, MSi. 

Ringkasan Kesimpulan : 

KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap yang disusun oleh Kelompok Kerja KLHS 

RDTR Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati 

Cilacap Nomor: ……………………………….. tanggal ………………………. 2022 dimana Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap sebagai Ketua Pokja telah sesuai dan mengikuti ketentuan 

peraturan perundang-undangan terkait, baik dari aspek substansi maupun proses penyusunan. 

Rekomendasi yang disampaikan dalam KLHS memenuhi kriteria layak, sesuai dengan kaidah pedoman 

dan langkah-langkah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta telah dibahas bersama 

tim penyusun KRP dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap. 

 

 

 

 

Tabel 1. Penilaian Laporan KLHS 
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Penilaian : Laporan KLHS 

Kriteria Penilaian Keterangan 

Apakah Laporan KLHS telah 

memuat : 

Nilai : 

• Belum lengkap 

• Lengkap 

• Terpenuhi 

sebagian 

• Tidak bisa 

dilakukan 

penilaian 

(dijelaskan dalam 

keterangan) 

 

1 Dasar pertimbangan KRP 

sehingga perlu dilengkapi 

KLHS 

Lengkap Termuat dalam Bab I Pendahuluan, Sub 

bab 1.1 Latar Belakang dan 1.3 

Referensi Hukum, yaitu : 

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

a. Pasal 14  

b. Pasal 15 Ayat (1), Ayat (2), dan 

Ayat (3) 

c. Pasal 16 

d. Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) 

e. Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) 

f. Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) 

2. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 

2016 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan KLHS Pasal 2 Ayat 

(1), Ayat (2)  

3. Permen LHK  Nomor 

P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/20

17, pasal 4 ayat (3) huruf a : Bahwa 

KLHS wajib dilaksanakan dalam 

penyusunan RDTR. 

2 Metode, tehnik, rangkaian 

langkah-langkah dan hasil 

pengkajian pengaruh KRP 

terhadap kondisi lingkungan 

hidup dan pembangunan 

berkelanjutan 

Lengkap Penyusunan KLHS RDTR Kawasan 

Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap 

mengikuti ketentuan (Metode, teknik, 

rangkaian langkah-langkah) yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan 

terkait dengan pengkajian pengaruh KRP 

terhadap kondisi LH dan Pembangunan 

berkelanjutan tercantum dalam : 

▪ Identifikasi KRP yang berpotensi 

menimbulkan dampak terhadap LH 

dengan tabel Penapisan KRP 
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Penilaian : Laporan KLHS 

Kriteria Penilaian Keterangan 

berdampak dengan Pasal 15 UU 

32/2009 dan Pasal 3 ayat 2(a) PP No. 

46/2016  

▪ Tabel penapisan hasil Analisis Muatan 

KRP berdampak dengan Isu 

Pembangunan Berkelanjutan Strategis 

Prioritas 

▪ Tabel KRP berdampak lingkungan 

hidup yang memerlukan Kajian 

3 Metode, teknik, rangkaian 

langkah-langkah dan hasil 

perumusan alternatif 

muatan KRP 

Lengkap Penyusunan KLHS RDTR Kawasan 

Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap 

mengikuti ketentuan (Metode, teknik, 

rangkaian langkah-langkah) yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan 

terkait dengan perumusan alternatif 

muatan KRP, dibedakan menjadi 

beberapa tipologi berdasarkan Pasal 15 

Ayat 1 PP 46/2016 dan Lampiran 1 PP 

No. 22 Tahun 2021 seperti tercantum 

dalam:  

• Tabel Alternatif Penyempurnaan KRP  

4 Pertimbangan, muatan dan 

konsekuensi rekomendasi 

perbaikan untuk 

pengambilan keputusan KRP 

yang mengintegrasikan 

prinsip Pembangunan 

Berkelanjutan 

Lengkap Rekomendasi perbaikan KRP sudah 

dirumuskan dengan mempertimbangkan 

prinsip Pembangunan Berkelanjutan. 

Beberapa pertimbangan yang digunakan 

berupa perundangan dalam analisis 

yaitu: 

▪ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Nomor 

69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 

Pasal 4 ayat (3) huruf a : Bahwa KLHS 

wajib dilaksanakan dalam penyusunan 

RTRW dan turunannya. 

▪ Pasal 22 Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(mengenai kriteria dampak) 

▪ Acuan Modul Penggunaan Data Spasial 

Daya Dukung Daya Tampung Berbasis 

Jasa Ekosistem Provinsi Dan 

Kabupaten di Ekoregion Jawa (Pusat 

Pengendalian Pembangunan Ekoregion 
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Penilaian : Laporan KLHS 

Kriteria Penilaian Keterangan 

Jawa Kementerian Lingkungan Hidup 

Dan Kehutanan 2016) 

▪ Lampiran VI PermenLHK No. P.69 

Tahun 2017 tentang tata cara 

penyusunan rekomendasi perbaikan 

untuk pengambilan keputusan KRP 

▪  

5 Gambaran pengintegrasian 

hasil KLHS dalam KRP 

Lengkap Termuat dalam Bab  Integrasi dalam 

Tabel Persandingan rekomendasi KLHS 

dan KRP Final RDTR Kab. Cilacap. 

6 Pelaksanaan partisipasi 

masyarakat dan 

keterbukaan informasi KLHS 

Lengkap  Partisipasi masyarakat dilakukan dengan 

melibatkan Pokja KLHS dan pemangku 

kepentingan dari unsur Perangkat 

Daerah, Perguruan Tinggi, LSM, dunia 

usaha, tokoh masyarakat dalam tahapan 

pelaksanaan KLHS melalui : 

1. Konsultasi Publik 1, untuk penjaringan 

isu pembangunan Berkelanjutan; 

2. Focussed Group Discussion 1, untuk 

Penetapan Isu Strategis; 

3. Focussed Group Discussion 2, untuk 

Penetapan Isu Prioritas; 

4. Konsultasi Publik 2, untuk 

penyepakatan Identifikasi KRP 

berdampak, Analisis muatan KLHS, 

Penyempurnaan alternatif, 

Rekomendasi perbaikan untuk 

pengambilan keputusan KRP yang 

mengintegrasikan prinsip 

Pembangunan Berkelanjutan 

5. Focussed Group Discussion 3, untuk 

penyepakatan pengambilan keputusan 

integrasi hasil KLHS kedalam KRP 

RDTR  

7 Hasil penjaminan kualitas 

KLHS 

Lengkap  Hasil penjaminan kualitas KLHS disusun 

berdasarkan muatan form lampiran 

penjaminan kualitas dokumen KLHS 

yang diterbitkan oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

8 Ringkasan Eksekutif yang 

menuangkan rekomendasi-

rekomendasi KLHS untuk 

Lengkap  Laporan KLHS memuat Ringkasan 

Eksekutif yang menguraikan metode, 

teknik, langkah-langkah dan hasil proses 
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Penilaian : Laporan KLHS 

Kriteria Penilaian Keterangan 

pengambilan keputusan 

secara jelas. 

penyusunan KLHS serta rekomendasi 

untuk pengambilan keputusan. 

 

Tabel 2. Penilaian Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis 

dan Prioritas 

 

Penilaian : Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dan Prioritas 

Kriteria Penilaian Keterangan 

Apakah isu-isu pembangunan 

berkelanjutan paling strategis sudah 

disepakati oleh pemangku kepentingan 

sebagai akar masalah dan telah 

disampaikan dengan jelas ?  

Sudah 

disepakati 

Isu pembangunan berkelanjutan 

dirumuskan melalui proses sebagai 

berikut : 

a. Hasil survey primer dan sekunder, 

hasil desk studi dan dari kajian 

RDTR yang telah ada dan mengacu 

pedoman dalam PP 46/ 2016. 

b. Pelaksanaan FGD 1 dengan Pokja 

KLHS dan pemangku kepentingan 

dari unsur Perangkat Daerah, 

Perguruan Tinggi, LSM, dunia 

usaha, tokoh masyarakat untuk 

penyepakatan isu pembangunan 

berkelanjutan paling strategis 

Apakah Hasil identifikasi isu strategis 

telah sedikitnya mempertimbangkan : 

Uraikan 

penilaiannya 

dalam 

keterangan 

 

 

 

 

 

1 Karakteristik wilayah  Sudah 

dipertimbangkan 

Telah dibahas karakteristik wilayah 

meliputi: wilayah administrasi, 

demografi, topografi, klimatologi, 

geologi, hidrologi, penggunaan lahan, 

wilayah rawan bencana dan kondisi 

sosial ekonomi.  

2 Tingkat pentingnya potensi 

dampak 

Sudah 

dipertimbangkan

  

Tingkat penting dampak dari masing-

masing isu telah dipertimbangkan 

3 Keterkaitan antar isu strategis   Sudah 

dipertimbangkan 

Keterkaitan antar isu strategis telah 

dibahas  
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Penilaian : Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dan Prioritas 

Kriteria Penilaian Keterangan 

4 Keterkaitan dengan materi 

muatan Kebijakan, Rencana 

dan/atau Program 

 Sudah 

dipertimbangkan 

Keterkaitan isu strategis dengan 

Muatan KRP telah dipertimbangkan.  

5 Muatan Rencana Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup/RPPLH, dan/atau 

 Sudah 

dipertimbangkan 

Muatan Rencana Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup/RPPLH, 

telah dipertimbangkan 

6 Hasil KLHS dari Kebijakan, 

Rencana, dan/atau Program pada 

hirarki diatasnya yang harus 

diacu, serupa dan berada pada 

wilayah yang berdekatan, 

dan/atau memiliki keterkaitan 

dan/atau relevansi langsung 

Sudah 

dipertimbangkan  

Keterkaitan Dengan Hasil KLHS dari 

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program 

pada hirarki diatasnya yang harus 

diacu, serupa dan berada pada wilayah 

yang berdekatan, dan/atau memiliki 

keterkaitan dan/atau relevansi 

langsung. KLHS yang diacu adalah 

KLHS RPJMD Provinsi Jawa Tengah, 

KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah dan 

KLHS RTRW Kabupaten Cilacap. 

Aspek rumusan prioritas juga 

memperhatikan aspek-aspek berikut : 

Uraikan 

Penilaiannya 

dalam 

keterangan  

 

1 Kapasitas daya dukung dan daya 

tampung lingkungan hidup untuk 

pembangunan 

 Sudah Dibahas dalam Bab 3 dan Bab 4 KLHS, 

terkait dengan kapasitas daya dukung 

dan daya tampung lingkungan hidup 

untuk pembangunan dianalisis 

dengan: 

1. Daya dukung dan daya tampung 

lahan,  

2. Daya dukung dan daya tampung 

air,  

3. Satuan kemampuan lahan  

4. jasa ekosistem penyedia pangan, 

5. Jasa ekositem penyedia air 

2 Perkiraan mengenai dampak dan 

resiko lingkungan hidup 

Sudah Dibahas dalam Bab 2 dan Bab 4  

KLHS, terkait dengan perkiraan 

mengenai dampak dan resiko 

lingkungan hidup memperhatikan: 

- Besarnya jumlah penduduk 

terdampak 

- Luas wilayah penyebaran 

dampak 

- Intensitas dan lamanya dampak 

berlangsung 
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Penilaian : Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dan Prioritas 

Kriteria Penilaian Keterangan 

- Banyaknya komponen 

lingkungan yang terkena 

dampak 

- Sifat kumulatif dampak 

- Sifat pemulihan dampak 

- Jasa ekosistem pengurai limbah 

3 Kinerja layanan/jasa ekosistem Sudah Dibahas dalam Bab 2 dan Bab 4 KLHS, 

terkait dengan kinerja layanan / jasa 

ekosistem memperhatikan beberpa 

jasa ekositem yang meliputi jasa 

ekosistem penyedia pangan, penyedia 

air, pengatur iklim dan pendukung 

biodiversity 

4 Intensitas dan cakupan wilayah 

bencana alam 

Sudah Dibahas dalam Bab 2 dan Bab 4 KLHS, 

terkait dengan intensitas dan sebaran 

wilayah bencana di Kabupaten Cilacap 

dianalisis mengenai: resiko bencana 

banjir, gempa bumi dan kekeringan 

dan jasa ekosistem Jasa ekosistem 

Pengaturan pencegahan dan 

perlindungan bencana alam 

5 Status mutu dan ketersediaan 

sumber daya alam 

Sudah Dibahas dalam Bab 2 dan Bab 4, 

terkait dengan status mutu dan 

ketersediaan sumber daya alam 

dihitung dengan analisis  Mengukur 

kesesuaian antar tingkat  kebutuhan 

dan ketersediaannya; Mengukur 

cadangan yang tersedia, tingkat 

pemanfaatannya yang tidak 

menggerus cadangan, serta perkiraan 

proyeksi penyediaan untuk kebutuhan 

di masa mendatang; dan Mengukur 

dengan nilai dan distribusi manfaat 

dari sumber daya alam tersebut secara 

ekonomi, analisis daya dukung pangan 

dan air, analisis jasa ekosistem 

penyedia pangan 

6 Ketahanan dan potensi 

keanekaragaman hayati 

Sudah Dibahas dalam Bab 3 dan Bab 4, 

terkait dengan ketahanan dan potensi 

keanekaragaman hayati dilakukan 

analisis jasa ekosistem pendukung 

biodiversitas. 
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Penilaian : Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dan Prioritas 

Kriteria Penilaian Keterangan 

7 Kerentanan dan kapasitas 

adaptasi terhadap perubahan 

iklim 

Sudah Dibahas dalam Bab 4, terkait dengan 

kerentanan dan kapasitas adaptasi 

terhadap perubahan iklim berupa 

analisis terhadap: 

1. perubahan koefisien pengaliran,  

2. run off,  

3. emisi karbon dan  

4. jasa ekosistem pengaturan iklim 

8 Tingkat dan status jumlah 

penduduk miskin atau 

penghidupan sekelompok 

masyarakat serta terancamnya 

keberlanjutan penghidupan 

masyarakat 

Sudah Dibahas dalam Bab 2 dan Bab 4, 

terkait dengan analisis: tingkat dan 

status jumlah penduduk miskin  

 

9 Resiko terhadap kesehatan dan 

keselamatan masyarakat; 

dan/atau 

Sudah Dibahas dalam Bab 2 dan Bab 4 , 

terkait dengan analisis: 

1. Kondisi Sumber daya air  

2. Aspek penyediaan Air Minum 

3. Aspek pengelolaan SPALD 

4. Aspek pengelolaaan limbah cair 

4. Aspek pengelolaan Persampahan 

5. Aspek pengelolaan limbah B3 

6. Aspek Drainase 

7. Angka kesakitan  

8. Laporan kualitas air permukaan 

10 Ancaman terhadap perlindungan 

terhadap kawasan tertentu secara 

tradisional yang dilakukan oleh 

masyarakat dan masyarakat 

hukum adat 

Tidak ada Tidak terdapat masyarakat hukum 

adat di kecamatan Maos 

Apakah lingkup geografis disampaikan 

dengan jelas ? 

Ya Ya, diuraikan secara jelas dalam Bab 2 

KLHS mengenai luas dan batas wilayah 

 

Jika Ya, apakah melingkupi wilayah 

diluar cakupan KRP ? 

Ya Ya, diuraikan secara terbatas antara 

lain pada substansi yang terkait 

dengan topografi, klimatologi, geologi, 

hidrologi dan perubahan iklim 

Apakah Lingkup pihak terkena dampak / 

resiko dan berkepentingan disampaikan 

dengan jelas ? 

Ya Ya, didalam pembahasan setiap isu 

diuraikan pihak yang terkena dampak 

meski kadang tidak secara eksplisit. 

 

Tabel 3. Penilaian Analisis KRP dan Isu Pembangunan Berkelanjutan 

Prioritas 
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Penilaian : Analisis KRP dan Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas 

Kriteria Penilaian Keterangan 

 Uraikan 

penilaiannya dalam 

keterangan 

 

Apakah kondisi terkini dan pemetaan 

masalah dari isu prioritas dideskripsikan 

dengan jelas ? 

Ya Ya, telah dibahas dalam Bab 4 

Apakah tersedia informasi yang 

menjelaskan kondisi daya dukung dan 

daya tampung lingkungan hidup terkini 

dan atau kecenderungannya ? 

Ya Ya, telah dibahas dalam Bab 2 dan 

Bab 4 

Apakah telah dilakukan Analisis semua 

dampak KRP terhadap isu prioritas ? 

 

Ya Ya, telah dibahas dalam Bab 4 

Aakah hasil analisis diatas dideskripsikan 

dengan jelas ? 

Ya Ya. Telah dibahas dalam Bab 4 

Apakah hasil analisis diatas dijelaskan 

secara spasial ? 

Ya Ya, dalam analisisnya 
dijelaskan rinci secara spasial. 

Jika “Ya” apakah dibedakan tingkat 

kerinciannya ? Contoh : isu skala 

nasional, skala pulau atau skala lokasi 

Tidak Isu tidak dibedakan tingkat entitas 
dan kerinciannya 

 

Tabel 4. Penilaian Pengkajian 

 

Penilaian : Pengkajian 

Kriteria Penilaian Keterangan 

 Uraikan penilaiannya 

dalam keterangan 

 

1 Kapasitas daya dukung dan 

daya tampung LH untuk 

pembangunan 

Ya Dituangkan dalam Bab 4 mengacu pada 

daya dukung lahan dan daya dukung air 

terkait dengan peningkatan jumlah 

penduduk yang berimplikasi pada 

kebutuhan air dan pangan. Selai itu juga 

dipengaruhi dan mempengaruhi satuan 

kemamuan lahan, jasa ekosistem 

penyedia pangan dan air. 

2 Perkiraan mengenai dampak 

dan resiko LH 

Ya Dituangkan dalam Bab 4, mengacu pada 

analisis ancaman bencana banjir, 

gempa, kekeringan, serta pencemaran. 

Besaran dampak memperhatikan antara 

lain:  
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Penilaian : Pengkajian 

Kriteria Penilaian Keterangan 

- Besarnya jumlah penduduk 

terdampak 

- Luas wilayah penyebaran dampak 

- Intensitas dan lamanya dampak 

berlangsung 

- Banyaknya komponen lingkungan 

yang terkena dampak 

- Sifat kumulatif dampak 

- Sifat pemulihan dampak 

- Jasa ekosistem pengurai limbah  

3 Kinerja layanan atau jasa 

ekosistem 

Ya Termuat dalam Bab 4 terkait Kinerja 

Layanan/Jasa Ekosistem. Acuan Modul 

Penggunaan Data Spasial Daya Dukung 

Daya Tampung Berbasis Jasa Ekosistem 

Provinsi dan Kabupaten Di Ekoregion 

Sumatra (Pusat Pengendalian 

Pembangunan Ekoregion Sumatra 

Kementerian Lingkungan Hidup Dan 

Kehutanan 2016). Analisis overlay 

terhadap jasa ekosistem, berupa : 

▪ Overlay pemetaan KRP terhadap jasa 

ekosistem yang terpengaruh 

▪ Deskripsi dalam bentuk analisis dan  

diagram  

▪ Analisis kondisi jasa ekosistem pada 

setiap peruntukan KRP yang 

berpengaruh terhadap Lingkungan 

Hidup. 

Analisis overlay terhadap jasa 

ekosistem, berupa : 

▪ Jasa ekosistem Penyedia Pangan 

(JEP1) 

▪ Jasa Ekosistem Penyedia Air bersih 

(JEP2) 

▪ Jasa Ekosisten Pengatur Iklim (JER2) 

▪ Jasa Ekosistem Pendukung 

Biodiversitas (JED 4)  

4 Efisiensi pemanfaatan 

sumber daya alam 

Ya  Termuat dalam Bab 4 terkait kondisi 

sumber daya air, pertanian dan 

peternakan. 

5 Tingkat kerentanan dan 

kapasitas adaptasi terhadap 

perubahan iklim; dan 

Ya Termuat dalam  Bab 2 dan 4 Tingkat 

Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi 
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Penilaian : Pengkajian 

Kriteria Penilaian Keterangan 

Terhadap Perubahan Iklim berupa 

analisis dianalisis proyeksi terkait: 

1. perubahan koefisien pengaliran,  

2. run off,  

3. emisi karbon dan  

4. jasa ekosistem pengaturan iklim 

6 Tingkat ketahanan dan 

potensi keanekaragaman 

hayati 

Ya Termuat dalam Bab 2 dan 4 Kinerja 

Layanan/Jasa Ekosistem. Analisis 

overlay terhadap jasa ekosistem, berupa 

: 

▪ Jasa ekosistem Pendukung 

Biodiversitas (JED 4)  

Apakah pengkajian yang 

bersifat kuantitatif 

dilengkapi dengan 

perhitungan yang akuntabel 

? 

Ya Mengacu pada uraian baseline data 

terkait isu strategis pembangunan  

Apakah pengkajian 

menyebutkan landasan 

pedoman, acuan / referensi 

standar, jaminan 

akuntabilitas dari ahli yang 

jelas ? 

Ya Mengacu pada referensi / acuan yang 

digunakan dalam laporan formal 

Apakah pengkajian 

dilakukan dengan 

pendekatan spasial 

 

Ya Diuraikan dalam peta yang 

menunjukkan hasil analisis spasial 

Apakah dijelaskan pada 

tahap penyusunan KRP yang 

mana, proses telahaan KLHS 

dilaksanakan ? 

Ya Dalam KLHS RDTR telaahan dilakukan 

terhadap materi teknis RDTR (termasuk 

peta) yang memuat tujuan, pola ruang 

dan struktur ruang, indikasi program, 

ketentuan peraturan zonasi dan 

raperkadanya. 

Apakah semua dampak dan 

resiko terhadap isu prioritas 

telah dianalisis ? 

Ya Dibahas untuk masing-masing isu 

prioritas mulai dari analisis tren masa 

lalu dan proyeksi masa datang, serta 

analisis dampak atau risiko kedepan  

Apakah perkiraan dampak 

lanjutan dan dapak kumlatif 

sudah dianalisis ? 

Ya Dibahas untuk masing-masing isu 

prioritas terkait analisis dampak 

kedepan  

Apakah perkiraan dampak 

dan risiko dilakukan secara 

kuantitatif ? 

Ya Perkiraan dampak dihitung secara 

kuantitatif dan kualitatif untuk masing-

masing KRP terdampak. 
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Penilaian : Pengkajian 

Kriteria Penilaian Keterangan 

 Apakah dilakukan simulasi 

berbasis skenario untuk 

perkiraan dampak dan risiko 

? 

Ya Terbatas pada analisis dan risiko 

kedepan 

Apakah perkiraan dampak 

dan risiko dituangkan secara 

spasial ? 

Tidak Data spasial untuk menampilkan kondisi 

saat ini. Untuk perkiraan kedepan 

menggunakan analisis kualitatif. 

Apakah ada penjelasan 

antara hasil telaahan 

dengan pengaruhnya pada 

daya dukung dan daya 

tampung lingkugan hidup ? 

Ya Dibahas pada masing-masing KRP yang 

menimbulkan dampak lingkungan hidup. 

 

Tabel 5. Penilaian Alternatif dan Rekomendasi 

 

Penilaian Alternatif dan Rekomendasi 

Kriteria Penilaian Keterangan 

 Uraikan 

penilaiannya 

dalam 

keterangan 

 

Bagaimana bentuk penyempurnaan 

KRP ? 

Uraikan dalam bagian-bagian yang 

sesuai di bawah ini : 

  

1 Perubahan tujuan atau target Tidak ada Tidak ada perubahan tujuan atau 
target.  

2 Perubahan strategi pencapaian 

target 

Tidak ada Tidak ada perubahan strategi 

pencapaian target. 

3 Perubahan atau penyesuaian 

ukuran, skala, dan lokasi  

Ada Tidak ada Perubahan atau 

penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi 

4 Perubahan, penyesuaian atau 

adaptasi proses atau metode 

terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi  

Tidak ada Tidak ada perubahan, penyesuaian 

atau adaptasi proses atau metode 

terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  

5 Pemberian arahan atau rambu-

rambu untuk mempertahankan atau 

meningkatkan fungsi ekosistem; 

dan/atau 

Ada  Pemberian arahan untuk 

mempertahankan atau meningkatkan 

fungsi ekosistem seiring dengan 

perubahan lingkungan yang terjadi 

sebagai dampak kegiatan pada 

struktur ruang dan pola ruang. 
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Penilaian Alternatif dan Rekomendasi 

Kriteria Penilaian Keterangan 

6 Pemberian arahan atau rambu-

rambu mitigasi dampak dan risiko 

Lingkungan Hidup 

Ada Pemberian arahan atau rambu-rambu 

mitigasi dampak dan risiko 

lingkungan hidup yang terjadi 

sebagai dampak kegiatan ada pada 

arahan perwujudan pada struktur 

dan pola ruang. 

Apakah dijelaskan bagaimana 

menyusun dan memutuskan 

alternatif KRP serta rekomendasi 

KLHS ? 

Ya Substansi telah diakomodir 

Apakah langkah-langkah untuk 

pencegahan dan pengurangan 

dampak dan resiko dari KRP telah 

diidentifikasikan dengan jelas ? 

Ya Telah diuraikan dalam Bab 6 KLHS 

Apakah langkah-langkah mitigasi 

mencantumkan apa perkiraan 

dampak / risiko tambahan / sisa 

dampak yang mungkin / masih 

akan muncul ? 

Ya Substansi telah diakomodir. 

Adakah rekomendasi KLHS terkait 

hasil kajian terutama pengaruhnya 

pada daya dukung dan daya 

tampung LH diidentifikasikan 

dengan jelas ?  

Ya Telah diuraikan pada Bab 6 KLHS 

Apakah hasil rekomendasi konsisten 

dan relevan sebagai hasil dari 

rangkaian proses penetapan isu 

prioritas, pengkajian dan 

penyusunan alternatif ? 

Ya Rekomendasi merupakan hasil yang 

diperoleh dari rangkaian proses 

penetapan isu prioritas, pengkajian 

dan penyusunan alternatif 

Apakah disusun rekomendasi tindak 

lanjut tambahan sebagai 

konsekuensi implementasi KLHS 

untuk KRP ? 

Ya Pada rekomendasi indikasi program, 

diberikan arahan tindak lanjut untuk 

dipertajam dan Rencana Strategis 

OPD pelaksana program 

 

Tabel 6. Penilaian Dokumentasi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS 

 

Penilaian Dokumentasi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS 

Kriteria Penilaian Keterangan 

Apakah telah terpenuhi : Nilai : 

- Sudah 

- Belum Ada 

Catatan 

(keterangan) 
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Penilaian Dokumentasi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS 

Kriteria Penilaian Keterangan 

Data dukung proses Konsultasi Publik (foto, 

absen, berita acara) 

Sudah Terlampir 

Dokumen KRP sebelum dan sesudah KRP 

diperbaiki dan / atau matriks yang 

menjelaskan perubahan sebelum dan 

sesudah 

Sudah Terlampir 

Dokumen Penjaminan kualitas  Sudah Terlampir 

Bukti Pemenuhan kompetensi penyusun 

KLHS 

 

Sudah Terlampir 

SK Kelompok Kerja KLHS Sudah Surat Keputusan Bupati Cilacap 

Nomor: ………………………………. 

tanggal ……………….. dimana 

Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Cilacap sebagai 

Ketua Pokja yang bertanggung 

jawab mengkoordinasikan 

penyusunan KLHS. 

 

 

Tabel 7. Penilaian Integrasi Hasil KLHS / Pengambilan Keputusan 

 

Penilaian Integrasi Hasil KLHS / Pengambilan Keputusan 

Kriteria Penilaian Keterangan 

Apakah telah terpenuhi Uraikan 

penilaiannya dalam 

keterangan 

 

Rekomendasi yang dihasilkan KLHS 

dituliskan / dimasukkan materi teknis 

KRP 

Ya Dalam pekerjaan ini, materi teknis 

disini diartikan dalam Materi Teknis 

RDTR, dan hasil rekomendasi yang 

dihasilkan KLHS telah diintegrasikan 

dalam Draft Materi Teknis RDTR. 

Rekomendasi yang dihasilkan KLHS 

dituliskan / dijadikan ketentuan 

pengaturan KRP 

Ya Hasil rekomendasi yang dihasilkan 

KLHS telah diintegrasikan dalam 

Draft Materi Teknis RDTR. KRP 

yang telah diintegrasikan dengan 

KLHS antara lain pada : 

- Kebijakan dan Strategi 

- Peta spasial 

- Arahan perwujudan atau Indikasi 

program 
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Penilaian Integrasi Hasil KLHS / Pengambilan Keputusan 

Kriteria Penilaian Keterangan 

- Ketentuan Umum Peraturan 

Zonasi. 

- Ketentuan dalam raperkada 

Rekomendasi yang dihasilkan KLHS 

dijembatani / diinterpretasikan kembali 

penulisannya dalam bahasa peraturan 

pada KRP 

Ada Sebagian rekomendasi yang 

dihasilkan KLHS dapat dijembatani/ 

diinterpretasikan kembali 

penulisannya dalam bahasa 

peraturan pada KRP, yaitu pada 

draft raperda. 

Rekomendasi KLHS diatur tersendiri 

dalam ketentuan KRP (tidak ditulis 

kembali) 

Tidak ada Seluruh rekomendasi, baik yang 

ditujukan untuk penyempurna an 

RDTR Kabupaten Cilacap maupun 

turunannya, akan dituliskan kembali 

di dalam masing-masing dokumen. 

Penjelasan tentang KRP lainnya yang 

juga harus mempertimbangkan 

rekomendasi KLHS ini ? 

Ya Dalam proses penjaminan KLHS, 

terdapat rekomendasi yang 

ditujukan untuk KRP lain yaitu : 

Rencana Strategis Dinas. 

Rekomendasi khusus untuk penyusunan 

KLHS bagi KRP turunannya 

Tidak ada Tidak ada rekomendasi khusus 

untuk penyusunan KLHS bagi KRP 

turunannya. Penyusunan KLHS bagi 

KRP turunannya sesuai ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku 

Rekomendasi khusus tentang 

pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL 

sebagai tindak lanjut KRP ini 

  

Tabel 8. Penilaian Partisipasi Pemangku Kepentingan 

 

Penilaian : Partisipasi Pemangku Kepentingan 

Kriteria Penilaian Keterangan 

 Uraikan 

penilaiannya dalam 

keterangan 

 

Apakah dijelaskan pada tahapan mana 

saja dilakukan konsultasi publik? 

Ya Konsultasi Publik didalam 

penyusunan KLHS RDTR Kawasan 

Perkotaan Maos Kabupaten Cilacap 

disebut Focussed Group Discussion 

(FGD) dan Konsultasi Publik 

menyesuaikan dengan Dokumen 

Kontrak, dan sudah mengakomodir 

semua tahapan yang harus 
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Penilaian : Partisipasi Pemangku Kepentingan 

Kriteria Penilaian Keterangan 

dilaksanakan dalam penyusunan 

KLHS.  

Partisipasi masyarakat dilakukan 

dengan melibatkan Pokja KLHS dan 

pemangku kepentingan dari unsur 

Perangkat Daerah, Perguruan 

Tinggi, LSM, dunia usaha, tokoh 

masyarakat dalam tahapan 

pelaksanaan KLHS melalui : 

1. Konsultasi Publik 1, untuk 

Penjaringan Isu Pembangunan 

Berkelanjutan; 

2. Focussed Group Discussion 1, 

untuk Penetapan Isu Strategis 

dan Isu Prioritas; 

3. Focussed Group Discussion 2, 

untuk Penetapan Isu Prioritas; 

4. Konsultasi Publik 2, untuk 

Penyepakatan Identifikasi Krp 

Berdampak, Analisis Muatan Klhs, 

Penyempurnaan Alternatif, 

Rekomendasi Perbaikan Untuk 

Pengambilan Keputusan Krp Yang 

Mengintegrasikan Prinsip 

Pembangunan Berkelanjutan 

5. Focussed Group Discussion 3, 

untuk Penyepakatan Pengambilan 

Keputusan Integrasi Hasil KLHS 

kedalam KRP RDTR 

 

Apakah pemangku kepentingan yang 

dilibatkan dalam KLHS disebutkan 

dengan jelas? 

Ya Meliputi seluruh pemangku 

kepentingan antara lain berasal dari 

akademisi, praktisi, LSM dan SOPD 

Kabupaten Cilacap dan Kecamatan 

Maos. 

Apakah semua pemangku kepentingan 

yang dilibatkan memiliki kesempatan 

untuk memberikan masukan selama 

proses KLHS? Jika tidak, pemamngku 

kepentingan yang mana yang tidak 

dilibatkan? 

Ya Dalam semua tahap, semua 

pemangku kepentingan diberi 

kesempatan memberi masukan 

dalam proses KLHS. 
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Penilaian : Partisipasi Pemangku Kepentingan 

Kriteria Penilaian Keterangan 

Apakah semua dokumen terkait KLHS 

dapat diakses oleh publik selama dan 

setelah proses KLHS? 

Ya Materi pembahasan KLHS selama 

proses penyusunan KLHS 

dipublikasikan pada saat FGD dan 

Konsultasi Publik untuk dapat 

diberikan masukan. Dokumen hasil 

KLHS yang telah divalidasi akan 

dipublikasikan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup Kabupaten 

Cilacap. 

 

Instrumen Pengawasan Mutu Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RDTR 

OSS  

 

No Kegiatan 
Nilai* 

Keterangan** 
1 2 3 4 

1. KLHS dalam Persiapan 

Penyusunan RDTR OSS 

     

1.1. Membentuk Pokja PL yang 

komposisi keanggo-taanya 

sesuai dengan kebutuhan 

daerah 

1    Pokja PL Penyusun KLHS RDTR 

Kawasan Perkotaan Maos Kabupaten 

Cilacap terdiri dari unsur Perangkat 

Daerah Kabupaten Cilacap, yang terdiri 

dari Dinas Lingkungan Hidup berserta 

Kabid dan Kasinya ; Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah berserta Kabid 

dan Kasinya;  Dinas Pengairan; Asisten 

Pemerintahan dan Kesra Sekda; Dinas 

Bina Marga; Dinas Perumahan Rakyat 

dan Kawasan Permukiman; Dinas 

Pertanian, Tanaman Pangan dan 

Hortikultura; Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

Dinas Perindustrian; Dinas 

Perdagangan; Dinas Perhubungan; 

Badan Penanggulanagn Bencana 

Daerah; Badan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah; Kantor 

Pertanahan; Camat Maos; Tenaga Ahli 

penyusun KLHS, Pemerhati Lingkungan, 

Unsur masyarakat.   

 1.2. Menyusun Kerangka Acuan 

Kerja yang meliputi : (a) latar 

1     
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No Kegiatan 
Nilai* 

Keterangan** 
1 2 3 4 

belakang, (b) tujuan dan 

sasaran, (c) lingkup kegiatan, 

(d) hasil yang diharapkan, (e) 

rencana kerja dan metode 

pengkajian,(f) tenaga ahli 

yang diperlukan, dan (g) 

waktu dan pembiyaan. 

1.3. Mengidentifikasi dan 

melibatkan nara sumber yang 

sesaui dengan cakupan 

daftar pendek isu 

pembangunan berkelanjutan 

1     

1.4. Melakukan Pra Peling-kupan 

untuk memperoleh daftar 

panjang isu-isu 

pembangunan berkelan-jutan 

(isu lingkungan,isu sosial 

budaya,isu ekonomi) 

1     

1.5. Mengidentifikasi dan 

menganalisis Pemangku 

Kepentingan sesuai dengan 

cakupan daftar panjang isu-

isu pem- bangunan 

berkelanjutan. 

1     

2. Peran serta Pemangku 

Kepentingan 

     

2.1  Pelibatan seluruh unsur 

pemangku kepentingan yang 

relevan (pemerintah, 

organisasi non pemerintah, 

akademia, dunia usaha, 

organisasi kemasyarakatan) 

1    Unsur yang dilibatkan antara lain 

Pemerintah Kabupaten Cilacap, 

Akademisi, Praktisi, LSM dan Tenaga 

Ahli 

 3.1. Pelibatan unsur pemang-ku 

kepentingan dalam setiap 

tahapan proses KLHS: 

a. Pelingkupan, 

b. Baseline Data, 

c. Pengkajian Konsistensi 

Prinsip Pembangunan 

Berkelanjutan 

d. Pengkajian Pengaruh 

1    Pelibatan seluruh pemangku 

kepentingan termasuk akademisi dan 

LSM dilakukan pada setiap tahapan 

proses KLHS.  
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No Kegiatan 
Nilai* 

Keterangan** 
1 2 3 4 

e. Perumusan 

Mitigasi/Adaptasi 

dan/atau Alternatif 

f. Perumusan 

Rekomendasi 

 

 

*Nilai: 

1 = Tercakup Sepenuhnya 

2 = Tercakup Sebagian Besar  

3 = Tercakup Sebagian Kecil 

4 = Tidak Tercakup Sama Sekali  

** Keterangan:  

Tulislah catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan saran perbaikan terkait 

dengan nilai yang diberikan (terutama  bila nilai yang diberikan 3 atau 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a/n BUPATI CILACAP 
SEKRETARIS DAERAH 
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VALIDASI 

KLHS 

9 
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